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ABSTRAK 

 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi 

pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak 

sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan 

diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar utama 

terwujudnya pelayanan yang maksimal. Dalam menganalisis dan mengkaji pelayanan 

publik, penyusun memilih Dinas Perizinan sebagai obyek penelitian, karena dari data 

yang penyusun dapatkan, Dinas Perizinan Yogyakarta memiliki indeks kepuasan dalam 

memberikan pelayanan yang tinggi di tahun 2013. Berdasarkan data tersebut, diajukan 

pokok masalah, bagaimana prosedur dan proses pelayanan di Dinas Perizinan, dan apakah 

Dinas Perizinan sudah merealisasikan asas dalam Undang-undang Pelayanan Publik? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penyusun melakukan penelitian. Metode yang 

penyusun gunakan dalam melakukan penelitian yaitu jenis penelitian field research atau 

penelitian lapangan dengan narasumber pejabat bagian pengembangan kinerja Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta. Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, 

serta menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data. Metode wawancara 

digunakan dalam menganalisis upaya Dinas Perizinan dalam merealisasikan Undang-

undang Pelayanan Publik. Jenis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menegaskan bahwa belum seluruhnya asas dalam pelayanan publik 

terealisasikan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Asas dalam Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama asas kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan belum dapat terealisasikan. Kendala yang dialami Dinas ialah Sumber 

Daya Manusia yang belum mencapai target 100%. Sumber Daya Manusia yang belum 

maksimal menjadi kendala utama Dinas dalam memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan asas pelayanan publik. 



iii 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Choirina Tien Rosyadi 

NIM : 10340204 

Jurusan : Ilmu Hukum 

Fakultas : Syari’ah dan Hukum 

Judul :  Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

Tahun 2013 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau 

laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, 

kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar 

pustaka. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 20 Mei 2014 

 

Penyusun 

 

 

 

 

Choirina Tien Rosyadi 

NIM. 10340204 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO 
 



iv 

 

 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

 

Hal : Persetujuan Skripsi 

Lamp : - 

 

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa 

skripsi Saudara; 

 

Nama : Choirina Tien Rosyadi 

NIM : 10340204 

Judul : Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

Tahun 2013 

 

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat 

segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta, 20 Mei 2014 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. 

NIP. 19730825 199903 1 004 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO 
 



v 

 

 

 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

 

Hal: Persetujuan Skripsi 

Lamp: - 

 

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa 

skripsi Saudara; 

 

Nama : Choirina Tien Rosyadi 

NIM : 10340204 

Judul : Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

Tahun 2013 

 

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat 

segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, 20 Mei 2014 

Pembimbing II 

 

 

 

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. 

NIP. 19790719 200801 1 012 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO 
 



vi 

 

 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0036/2014 

 

Skripsi dengan Judul : Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta Tahun 2013 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : 

 

Nama     : Choirina Tien Rosyadi 

NIM     : 10340204 

Telah di Munaqasyahkan pada : 12 Juni 2014 

Nilai Munaqosah   : A-/93 

 

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO 
 



vii 

 

MOTTO 

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya 

dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram” 

(Ar Ra’d: 28) 

Percaya akan kekuasaan dan kekuatan Allah itu akan 

mnenangkan jiwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam 

setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam aturan-aturan 

yang ada di negara tersebut. Hukum yang diciptakan menjamin dan melindungi 

hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, 

ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak setiap warga, pemerintah harus 

melayani hak-hak warga dengan baik agar terbentuk negara yang sejahtera. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi 

pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah 

bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang 

seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan 

menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat 

ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang 
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diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik 

dari sisi waktu maupun pembiayaannya.
1
 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna: 

1. Perihal atau cara melayani 

2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) 

3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
2
 

Berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: segala bentuk 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 

dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
3
 

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud 

dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

                                                 
1
 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 

hlm. 3. 

 
2
 http://kamusbahasaindonesia.org/ 

 
3
Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2011) hlm. 11. 



3 

 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Sesuai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam bentuk 

pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa 

barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik dilakukan oleh 

pemerintah kepada masyarakat yang meminta layanan. Pemerintah berkewajiban 

melayani masyarakat dengan pelayanan yang memberikan kemudahan tanpa 

mempersulit prosedur. 

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Pelayanan Publik disebutkan:  

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon 

Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 

sederhana.” 

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, jelas disebutkan bahwa pemerintah 

harus memberikan informasi kepada pemohon tanpa mempersulit proses dan 

prosedur. 

Lembaga atau dinas yang melayani kebutuhan barang, jasa, maupun 

pelayanan administratif mempunyai proses dan prosedur yang harus 

dilaksanakan oleh pemohon. Dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa 

proses dan prosedur tersebut dilaksanakan secara cepat dalam pelayanan, biaya 

ringan, dan dengan cara yang sederhana. Namun, dalam kenyataannya lembaga 



4 

 

maupun dinas tidak dapat memberikan pelayanan seperti yang disyaratkan dalam 

Undang-undang. Lembaga ataupun dinas lebih mempersulit proses dan prosedur 

dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. 

Berdasarkan masalah tersebut di atas penyusun bermaksud untuk mengkaji 

dan menganalisis keterbukaan informasi publik dalam melayani masyarakat yang 

menginginkan informasi di dinas. Dalam menganalisis dan mengkaji pelayanan 

publik, penyusun memilih Dinas Perizinan sebagai obyek penelitian, karena dari 

data yang penyusun dapatkan, Dinas Perizinan Yogyakarta memiliki indeks 

kepuasan dalam memberikan pelayanan yang tinggi di tahun 2013.
4
 

Jika dibandingkan dengan Dinas Perizinan Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul, Dinas Perizinan Kabupaten Kota Yogyakarta memiliki indeks kepuasan 

tertinggi pada tahun 2013. Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perizinan 

Kabupaten Sleman tahun 2013 yaitu 68,725 dari 100.
5
 Sedangkan Dinas 

Perizinan Kabupaten Bantul masih kurang dalam sosialisasi, sehingga 

masyarakat belum paham tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus 

sebuah izin. Masyarakat juga menilai, retribusi izin yang ditetapkan, misalnya 

                                                 
4
 http://perizinan.jogjakota.go.id/ diakses pukul 13.46 tanggal 13 Februari 2014 

 
5
 Dppd.sleman.kab.go.id/ diakses pukul 16.13 tanggal 25 Mei 2014 

 

http://perizinan.jogjakota.go.id/
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untuk  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dirasakan masyarakat masih cukup 

mahal.
6
 

 

*Nilai IKM Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun  2013  (Triwulan I ) 

Oleh karena itu penyusun tertarik melakukan penelitian di Dinas Perizinan 

dengan judul Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta Tahun 2013. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka ada 

beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai pokok masalah: 

1. Bagaimana proses dan prosedur pelayanan serta keterbukaan Dinas 

Perizinan Yogyakarta dalam memberikan informasi kepada publik? 

                                                 
6
 http://perijinan.bantulkab.go.id/ diakses pukul 16.46 tanggal 25 Mei 2014 

http://perijinan.bantulkab.go.id/
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2. Apakah Dinas Perizinan Yogyakarta sudah merealisasikan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perizinan dalam memberikan 

pelayanan kepada publik? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses dan prosedur pelayanan serta mengetahui 

keterbukaan Dinas Perizinan Yogyakarta dalam memberikan informasi 

kepada publik. 

b. Untuk mengetahui realisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perizinan Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas 

Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan 

diatas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian 

bagi pembaca mengenai proses dan prosedur, serta keterbukaan 

Dinas Perizinan Yogyakarta dalam melayani masyarakat. Sehingga 
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skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, 

menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan 

pengetahuan, terutama pada penerapan perundang-undangan di 

Lembaga Pemerintah. Sebagai bahan masukan bagi Dinas terkait, 

agar dapat meningkatkan pelayanan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu 

penyusunan dalam melakukan penelitian adalah keharusan yang tidak dapat 

dihindari. Beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan 

objek penelitian dan skripsi ini diantaranya: 

Fitri Atur Arum, dalam skripsinya “Mekanisme dan Implikasi Pelayanan dan 

Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan 

Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizianan Bidang Perindutrian dan 

Perdagangan”.
7
 Membahas mengenai mekanisme surat izin, sedangkan skripsi 

yang penyusun ajukan lebih membahas mengenai implementasi dari pelayanan 

publik di Dinas Perizinan. 

                                                 
7
 Fitri Atur Arum, “Mekanisme dan Implikasi Pelayanan dan Surat Izin Usaha Perdagangan 

Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizianan Bidang 

Perindutrian dan Perdagangan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Tahun 

2013 diakses http://digilib.uin pada 11 Februari 2014 

http://digilib.uin/
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Skripsi Danang Firdianto, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Terhadap 

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus”.
8
 Skripsi tersebut menfokuskan pada kepercayaan masyarakat, sedangkan 

skripsi yang penyusun ajukan lebih memfokuskan pada realisasi peraturan 

pelayanan publik di Dinas Perizinan. 

Nurul Mukhilda, dalam “Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: 

Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar)”.
9
 

Meneliti akuntabilitas pelayanan publik, sedangkan dalam skripsi yang penyusun 

ajukan lebih meneliti tentang realisasi Undang-undang Pelayanan Publik. 

Jeffry Ari Wibowo, menulis “Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas 

Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang 

Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul”. 

Menitikberatkan pemberian surat izin usaha perdagangan Dinas Perizinan 

Kabupaten Bantul.
10

 Sedangkan skripsi yang penyusun ajukan lebih 

menitikberatkan kepada realisasi Undang-undang Pelayanan Publik di Dinas 

Perizinan Yogyakarta. 

                                                 
8
 Danang Firdianto, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kepercayaan 

Masyarakat pada Kantor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Muria Kudus, Tahun 2011 diakses http://eprints.umk.ac.id pada 8 Maret 2014 

 
9
 Nurul Mukhilda,  “Akuntabilitas Pelayanan Publik Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Hasanudin, Tahun 2013, diakses http://repository.unhas.ac.id pada 8 Maret 2014 

 
10

 Jeffry Ari Wibowo, “Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul 

Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas 

Perizinan Kabupaten Bantul”, Skripsi, Fakultas Hukum  Universitas Islam Indonesia  Yogyakarta, 

Tahun 2012 diakses http://law.uii.ac.id  pada 11 Februari 2014 

http://eprints.umk.ac.id/
http://repository.unhas.ac.id/
http://law.uii.ac.id/


9 

 

Penelitian dan skripsi tentang izin maupun pelayanan publik tersebut di atas 

amatlah menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji 

mengenai pelayanan publik, dengan fokus kepada peranan Undang-undang 

pelayanan publik di Dinas Perizinan Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, kerangka teori yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Pemerintahan daerah tidak terlepas dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah tetap mempunyai hubungan dalam segala bidang dengan pemerintah 

pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah 

dalam hal pelayanan kepada daerah masing-masing. Berdasarkan pada 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam 

Pasal 16 disebutkan: 

a. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan 

ayat (5) meliputi: 

1) Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan 

minimal; 

2) Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi 

kewenangan daerah; dan 
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3) Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum. 

b. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: 

1) Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan 

daerah; 

2) Kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan 

pelayanan umum; dan 

3) Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. 

c. Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Asas umum penyelenggaraan negara yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-

undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga memiliki peluang untuk 

digunakan dalam Hukum Administrasi. Asas tersebut yaitu: 

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 
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3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian,  kode 

etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11

 

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 di atas 

ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan.
12
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 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 

241-242. 
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 Ibid., 
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2. Instrumen Pemerintahan 

Instrumen pemerintahan yang dimaksud ialah alat-alat atau sarana-

sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum, dengan 

menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, 

gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang terhimpun ke dalam 

publiek domain atau kepunyaan publik. Di samping itu, pemerintah juga 

menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan 

mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, 

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan 

kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya.
13

 

3. Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum (welvaartstaat) 

Menurut Presthus tugas negara meliputi dua hal, yaitu: policy making, 

ialah penentuan haluan negara dan task executing, yaitu pelaksanaan tugas 

menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Pembagian Tugas 

negara menjadi dua ini juga dikemukakan oleh Hans kelsen, yaitu: politik 

sebagai etik, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan dan politik 

sebagai teknik yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. 

Sedangkan Van Vollenhoven membagi tugas negara menjadi empat: 

membuat peraturan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formal 

                                                 
13

 Ibid., hlm. 95 
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maupun materiil yang disebut regeling, pemerintahan dalam arti secara 

nyata memelihara kepentingan umum yang disebut bestuur, penyelesaian 

sengketa dalam peradilan perdata yang disebut yustitusi, mempertahankan 

ketertiban umum baik secara preventif maupun represif yang didalamnya 

termasuk peradilan pidana yang disebut politie.
14

 

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran 

negara yang kini dianut oleh negara-negara di dunia yaitu negara 

kesejahteraan (welfare state). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas 

kegagalan konsep legal state. Dalam perkembangannya muncul gagasan 

yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas 

kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state.
15

 

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berkaitan pula dengan 

bentuk negara tertentu. Dalam negara yang berbentuk kesatuan, ada dua 

kemungkinan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yaitu sentralisasi 

atau desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi 

berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh 

pemerintah pusat, sedangkan dengan desentralisasi berarti penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat 

tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah yang pada umumnya bertumpu 

                                                 
14

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara... hlm. 10 
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 Ibid., hlm. 11 
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pada prinsip otonomi, kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.
16

 

4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini ditujukan untuk 

pemerintahan tiap daerah. Asas-asas umum pemerintahan yang baik 

diantaranya: 

a. Asas kepastian hukum 

b. Asas keseimbangan 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh 

d. Asas bertindak cermat 

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh 

f. Asas jangan mencampur-adukan kewenangan 

g. Asas permainan yang layak 

h. Asas keadilan atau kewajaran 

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 

j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal 

k. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi 

l. Asas kebijaksanaan 

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
17
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 Ibid., hlm. 13 
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 S.F Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: 

Liberty, 2009) hlm. 59-60. 
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5. Asas-asas Pelayanan Publik 

Lebih terperinci mengenai pelayanan publik yang nantinya akan 

penyusun bahas dalam skripsi ini adalah asas yang terdapat dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik, yaitu: 

1. Kepentingan umum. Pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan 

2. Kepastian hukum. Jaminan kewajiban dan hak terwujudnya dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

3. Kesamaan hak. Pemberi pelayanan tidak boleh membedakan suku, 

ras, golongan, gender dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban 

harus sebanding antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidangnya. 

6. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perilakuan/tidak diskriminatif. Setiap warga negara 

berhak atas pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan. 
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9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pemberian 

kemudahan terhadap kelompok yang rentan sehinggga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan diselesaikan 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa pelayanan harus memenuhi 

kewajiban dan hak bagi pemohon informasi. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan 

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.” 

Dalam penelitian ini, asas tersebut di atas menjadi tombak untuk 

menganalisis apakah pelayanan di Dinas Perizinan sudah memenuhi asas-asas 

yang terdapat dalam Undang-undang pelayanan publik dan Undang-undang 

keterbukaan informasi publik. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan masalah 

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami obyek 

yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada 

penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempergunakan 

sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat 

secara langsung.
18

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil 

wawancara dengan para informan (pihak yang kompenten untuk di 

wawancarai). Dan data yang nantinya diperoleh langsung dari Dinas 

Perizinan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang terdiri dari: 

Pertama, Bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan kepustakaan 

yang meliputi bahan-bahan hukum, diantaranya: Undang-undang Nomor 

                                                 
18

  Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.156. 
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25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau aturan hukum 

yang lainnya, dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan penelitian. 

Selanjutnya, Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku-buku teks 

yang membicarakan tentang permasalahan hukum. Kemudian, Bahan 

hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi 

terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus 

Hukum, ensiklopedia, dan beberapa artikel dari media internet.
19

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan. Studi Kasus atau Penelitian Lapangan adalah 

mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi 

lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, 

lembaga, atau komunitas.
20

 

Karena bentuk penelitian ini adalah studi lapangan maka penyusun 

menggunakan metode observasi dalam melakukan penelitian. Dengan itu 

penyusun akan mengetahui apakah Dinas Perizinan sudah merealisasikan 
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  Ibid, hlm. 158. 
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  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8. 
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Undang-undang Pelayanan Publik dan Undang-undang tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Selain observasi, penyusun juga menggunakan metode wawancara dalam 

mengumpulkan data. Metode wawancara digunakan dalam menganalisis 

upaya Dinas Perizinan dalam merealisasikan Undang-undang Pelayanan 

Publik dan Keterbukaan Informasi Publik serta respon masyarakat terkait 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas perizinan. 

Metode selanjutnya yaitu dokumentasi. Metode ini penyusun gunakan, 

untuk menjadikan bukti penelitian yang penyusun lakukan di Dinas Perizinan 

Yogyakarta. 

4. Analisis Data 

Jenis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 

dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena 

yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih 

menekankan kepada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara 

berfikir formal dan argumentatif.
21
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5. Lokasi Penelitian 

Dalam menganalisis dan mengkaji pelayanan publik, penyusun memilih 

Dinas Perizinan sebagai obyek penelitian, karena penulis rasa dinas tersebut 

lebih banyak memberi layanan kepada masyarakat. Mengingat tugas dan 

wewenang Dinas Perizinan yang menyangkup banyak hubungan dengan 

kehidupan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Walikota 

Yogyakarta No 18 Tahun 2011. Dan berdasarkan data yang penyusun peroleh 

Dinas Perizinan Yogyakarta mempunyai indeks pelayanan masyarakat yang 

tinggi, sehingga penyusun berpendapat bahwa lebih tepat melakukan 

penelitian di Dinas Perizinan Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian ini, 

maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Dalam Bab I penyusun menguraikan mengenai alasan memilih judul 

Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 

2013. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penilitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

Pada Bab II penyusun menjelaskan tentang teori pendukung mengenai 

permasalahan yang diteliti diantaranya yaitu Asas-asas Pemerintahan yang 
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Baik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

Bab III memaparkan mengenai wilayah kerja atau kegiatan Dinas 

Perizinan Yogyakarta, tata kerja Dinas Perizinan Yogyakarta, dan tupoksi 

Dinas Perizinan Yogyakarta. 

Pokok penelitian disajikan pada Bab IV, yaitu membahas analisis tentang 

implementasi pelayanan publik di Dinas Perizinan Tahun 2013. Bab ini 

menjelaskan apakah Dinas Perizinan sudah merealisasikan kewajiban sebagai 

pelayan publik sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Undang-undang 

pelayanan publik dan Undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan 

menganalisis kendala-kendala apa yang dialami oleh Dinas Perizinan dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan 

saran-saran hasil analisis yang telah dibahas. 

 

 

 



96 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisa yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagi berikut: 

1. Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Dinas Perizinan dituntut untuk bisa berlaku 

profesional, sesuai dengan asas pelayanan yang tercantum dalam Undang-

undang Pelayanan Publik. Proses dan prosedur pelayanan di Dinas 

perizinan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dengan 

dibentuknya standar waktu, Dinas Perizinan dapat memaksimalkan kinerja 

penyelesaian tepat waktu dan dengan prosedur yang sederhana. 

2. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi asas dalam 

Undang-undang Pelayanan publik. 

a. Asas Kepentingan umum telah terpenuhi. Dalam upaya mewujudkan 

terlaksananya asas ini, Dinas Perizinan menyediakan sistem nomor 

antrian. 

b. Asas Kepastian hukum telah terpenuhi. Upaya Dinas dalam 

mewujudkan asas ini adalah dengan adanya sosialisasi mengenai 

pentingnya surat izin dan prosedur pelayanan di Dinas Perizinan. 
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c. Asas Kesamaan hak telah terpenuhi. Upaya dinas untuk mewujudkan 

hal tersebut adalah dengan diberlakukannya sistem nomor antrian. 

d. Asas Keseimbangan hak dan kewajiban telah terpenuhi. Untuk 

memenuhi hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pemohon, 

Dinas mempunyai Indeks Kepuasan Masyarakat. 

e. Asas Keprofesionalan belum terpenuhi. Profesionalitas menjadi salah 

satu kendala dalam pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. 

Karena tidak semua pegawai di Dinas sesuai dengan bidangnya. 

f. Asas Partisipatif telah terpenuhi. Dalam hal ini upaya Dinas dalam 

memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan adalah dengan 

memberikan Indeks Kepuasan Masyarakat. 

g. Asas Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif telah terpenuhi. Asas ini 

diwujudkan Dinas Perizinan dengan pemberian layanan terbaik sesuai 

standar operasional pelayanan. Adanya pelayanan dan keringanan biaya 

bagi pemohon yang kurang mampu menjadi bentuk pelayanan yang 

adil. 

h. Asas Keterbukaan telah terpenuhi. Dengan cara, Dinas Perizinan 

mempunyai website sendiri, dimana dalam website tersebut memuat 

pendaftaran jenis surat izin yang akan dibuat, proses dan prosedur 

pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses informasi mengenai pelayanan di Dinas Perizinan. 
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i. Akuntabilitas telah terpenuhi. Mengenai proses penyelenggaraan 

pelayanan yang bertanggung jawab, Dinas mempunyai standar dalam 

memberikan pelayanan. Setiap bulan pegawai Dinas melaporkan hasil 

kerjanya dalam rapat bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Perizinan Yogyakarta benar-benar bertanggung jawab atas kinerjanya. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan belum 

sepenuhnya terpenuhi. Untuk perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

Dinas perizinan memberikan pelayanan dengan mendahulukan 

pemohon. Dalam hal fasilitas bagi kelompok rentan di Dinas Perizinan 

belum menyediakan. Untuk difabel juga belum diadakan fasilitas 

khusus. Hanya, bagi kelompok rentan, petugas memberi pelayanan 

dengan mengantar dan membimbing dari pengambilan nomor antrian 

hingga masuk ke dalam loket pengurusan surat izin. 

k. Ketepatan waktu belum dapat terpenuhi. Dengan adanya standar waktu 

dan untuk mewujudkan hal tersebut Dinas perizinan melakukan kerja 

lembur apabila permohonan surat dalam suatu waktu berjumlah sangat 

banyak. Namun upaya tersebut belum dapat menjadikan 

terselesaikannya pengurusan surat izin dengan tepat waktu. Pengurusan 

surat izin masih memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan 

kurangnya pegawai dalam menangani banyaknya pemohon. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan belum sepenuhnya 

terpenuhi. Dalam Indeks Kepuasan Pelayanan tahun 2013, hal 
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kecepatan penyelesaian surat izin memperoleh nilai terendah dibanding 

Indeks yang lain, yaitu dengan indeks 3,07. Dalam kemudahan 

pelyanan, Dinas telah berupaya agar masyarakat dapat dengan mudah 

mengurus surat izin. Dengan adanya sistem online menjadikan 

masyarakat lebih mudah mengakses pengurusan surat izin. 

Keterjangkuan biaya pelayanan mempunyai Indeks yang cukup, yaitu 

3,12 dari nilai maksimal 4. 

3. Kendala paling utama yang dialami oleh Dinas Perizinan yaitu 

keprofesionalan. Dikarenakan Sumber Daya Manusia yang kurang 

memadai. Pegawai Dinas Perizinan dari jumlah seluruhnya, kurang dari 

80% yang sesuai dengan bidangnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kurangnya pencapaian kinerja yang maksimal di Dinas 

Perizinan. Maka diuraikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih maksimal, Dinas perizinan 

sebaiknya menempatkan pegawai yang sesuai dengan bidangnya. Agar 

profesionalitas penanganan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi. 

Perkrutan pegawai perlu diperhatikan agar terpenuhinya Sumber Daya 

Manusia yang baik. Seleksi ketat dalam perekrutan pegawai dirasa perlu 

agar tercapainya Sumber Daya Manusia yang benar-benar mumpuni dan 

berada dalam bidangnya. 
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2. Dinas Perizinan perlu meningkatkan lagi fasilitas, terutama bagi kelompok 

rentan, difabel, atau kelompok yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. 

Untuk fasilitas yang saat ini ada memang sudah baik, namun masih perlu 

ditingkatkan lagi. 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat perlu diperhatikan dengan mendengar 

aspirasi ataupun saran yang diberikan oleh masyarakat. Nilai kepuasan 

masyarakat tahun 2013 terutama bagian kecepatan pelayanan mendapatkan 

nilai terendah. Maka Dinas Perizinan perlu melakukan evaluasi lebih 

terhadap indeks tersebut, agar nantinya tercipta pelayanan yang lebih 

maksimal. 
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Nilai lndeks Unil Pelayanan

Jumlah rata-rala responden

lurnlah responden s/d Maret 2013

,, J ii

::';ri

:i i{:



REK,APITULASI IKI/I PELAYANAN PERIZINAN BULAN MARET 2013

awab petugas pelayanan

n petugas pelaylnan

Kesopanan Can keramahan

Jumlah Responden



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Mlasyarakat (lKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

s/d april 2013

Tanggung jawab perugas pelayanan

Nilai lndeks Unrt Pelayanan

lr.fi rrt"rrt. r"rp"^d."
lumlah responden s/d April 2013

Rekapitulasi Nilai rKM pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 2013

.lumlah Responden IKM pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 2013

PERSEP5I

NILAI INTTRVAL

t( Nl

NILAI (ONVIRSI

INTERVAL I(M MUTU

KINEfuA UNiT

PILAYANAN

l 1.00,1.75 25 - 43.75 D TiCek Baik

2 75.2.SC 176.5250 L Xurang 8a;k

3 2 51 t.2 5 62 51 81.25 B Baik

3 26.4.00 81.26 100 0! Sangrt Eaik

Disiapkan
(a. sie. Pengembangan Kinerja

Dql!e_o_e-:[

19bS011d 198612100i

Yogyakarra, 30 April 2013

Diololl

Staf Sie. Pengembangan Kiner.ia

(ETIRAN64N:

No. .lenis Pelayanan
BULAN

lao Feb Mar Apl tulei luni luli AUR 5ep okt Nov 0es Rata-rati
1. zin Penelitian 85,5: 81,0t 84,8: 84,7.. 84,5:

It,l8 B 80,6r 81,0i 8 1,31 80,4(
3. zin Gangguan (HO) 82,5: 82,5: 81,2. 82,0(
4. iIUP 80,1: 82,7( 80.5. 81,3!
5. rDP 82,5r 83,9. 83,0. 83,2(
6. rDUP 86,9t 84.61 84,41 85,5( 85,4(
7. rin Lainnya 85,3( 85,41 E2.3( 82,6: 83,9r
B. llzin Paralel pd 6,r 82,A . 82,71 B 3,7: 83,3'

Ireri2inan 83,0: 83,5: 84,0: 83,7C

N). Jenis Pelayanan
lan Feb lr'lar Apr Mei Juoi Juli AUB sep Ckr Nov Des

1. zin Penelitian 23! 12. ,13: 21C

2- MBB 8( 1: 8. 6', 7',
zia Gangg!an (1.1C) 9! 7" 7: Br 8:

4. ;IU P 72 1{ .11 1r
5.

.DP
1( .14 1. 1l 1r

6.
-DUP

7. zin Lainot a l 3: 4! 2i )r
8. I lzin Paralel 7. B) 7/ 7t 7(

Jumlah Responden 52r 58i 631 10, ui:

Eatiil N ggla hC!jr:li,!l\
198408252009022005



REKAPITULASI IKM P5I.AYANAN PERIZINAN BULAN APRIL 2013

nan dan keramahan perugas

ran biaya pelayanan

Nilai lndeks Llnit Pelayanan

i' ,::

t. .i

.'r' I

i .i..

:. I .'



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) pelayanan p3rizinan pada Dinas
s/d Mei 2013

Perizinan Kota Yogyal(afta

NO. UNSUR PtTLAYAhIAN BULAN

Jan teb Mar Apr Mei .luni Juli Aug 5ep okr Nov Des Rata.rata
1. Prosedur pelayar)an 3,33 3,2A 3,29

2. Persyaratan pelayam 3,30 3,20 3,24 3,18 3,27
3. (eielasan petugaj pelayanan 3,75 3,13 3,7 4 3,79 3,76
4 Kedisiplinan petuBas pelayanan 3,31 3,2 6 3,29 3,21 3,29
5.

'angBung jawab petugas pelayana,r 3,28 3,24 3,26 3,22 3,Zs
6. Kemarrpuan petugas pelayanan 3,32 3,28 3,32 3,24 3,28
7. Kecepatan pelayanan 3,06 3,09 3,07 3,04 3,08
8. KeaCilan mendapat pelayanan 3,17 3,20 3,20 3,18 3,20

l(esopanan dan keramahan petugas 3.31 3,29 3,34 3,29 3,30
10. Kewajarar, biaya pelayanan 3,13 3,18 3 21 3,18 3,16
11. Kepastian biaya pelayanan 3,95 3,9 5 3,95 3,96 3.97 3,96
12. (epastian jadwal pelayanan 3,57 3,5 5 3,56 3,';7

Kenyamanan lingkungao 3,44 3,39 3,42 3,44 3,A2 3,42
14. Keamarran pelayanan 3,41 1,3 3 1,39

Nilai lodeks Unii Pelayanan 3,37 3,3 2 3,34 3, l6 3,33 3,34
[]il;i ll(1,4 84,23 33,02 83,5 5 84,03 83,29 83,62

Junrlrlr .espoilde0 s/d Mei 201 3

Rekapitulasi Nilii IKM Pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

Jumlah Responden IKM Pelayanan Perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

ienis Pelayanan

Lainnya

Paralel

iumlah Responden

K[TI RAN GAI]

iJilai Persepsi, lnter!ol I

Disiapkan
Ka. Sie. Pengenrbangan Kinerja

!-ersgtr-5H
196501 i4 1986 1 2 1001

TAHUN 2013

TAHUN 2013

U nil

N L/I

P E RST P5I

N]LAI INTERVAt

IKM

NLLA (ONVIBSI

LNTIRVAL I(M [4UTU

KIN€fuA UNIT

2

1.00. I 75

1.76 :50
_ _r1,.1_s _.

41 76.62 5C

ol--_l.
Tidak Baik

Kuraoe Saik

l 2 51 I ?5 6 2.51 8l 25 B Eail

I :6.4.00 311b.100,)O ] , Sangil grik

Yogyakana, 31 Mer 2013

Diolah

Staf 5ie. Peilgembangan Kinerja

&liufucc!=lil4A
198408252009022005

r.. l

,,,

r' h.

..i .,

;: ,

rt

',t

.. l

i' . I

i..,
..11'

'r'" i

'.tt,;'

'rt t'f

.,',.,1
't i

:'it.',
.:rlr
r', i

t jii' .

,{ .. ,j

No, lenis Pelayanan
BULAN

.la n Fehr Mar Apr Mei luni Juli Aug sep Okr Nov Des

1. zin Penelirian 83,0t 84,8. 84,11 83,9, 84,4i
2. MBB 80,61 81,0; 78,71 81,3t 81,4: 80,61

3, rin GanEBuan (HO) 81,14 82,51 80,81 81,7t
4. ;IU P 80,1: 82,)( 82.2( 80,5; 81,41

5. iDP 82,5, 83,(): 83,0; 81,3 l 8 2,3( 83,0;
6. :DUP 86,9r 84,6i 84,44J 8s,5( 81,9: 84,71

7. rin Lainnya 85,3( 85,41 82,3( 82,6, 84,31 84,0i
8. tin Paralel 84,6( 82,41l 82.1-. 81,2( 82,94

Perizinan 84,2'. 83,0. 81,5: 81r,01 83,21 83.6'

No.
.lan Feb Mar Apr Mei .luni lu li Aus 5ep okt Nov Des Rata-rati

1. zir, Penelitian 23: 32: 43: 371 321

MBB B( 7a 8 6: 10( 8.

3. zirr GanBBuan rl-lO) 9I 7',. 8r 6: 7t

4. iIUP )-; 1( t: 1:

5. ioP 1( 1. 1t 1( 1:

rDUP

7. t, 3' 4t )_-, 41 31

8. 71 8; 7t 7( 7^, 1t

52: 58; 63! 14, 61-, 62(.



REI(APITULASI II(M PELAYANAN PERIZINAN BULAN MEI 2013

nan dan keramahan

t'

I

I



----r

Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyskarta

s/d luni 2013

NC. UNSUR PELAYANAN
EULAN

Jan Feb ]VLAT Apr Mei Juni .luli Aug 5ep okt Nov Des Rata-rata

1. Prosedur pelayanan 3,33 3,28

7. Persyaratan !lelryanar, 3,30 3,19 3,20 3,24 3.18 3,28 3,23

3. Kejelasan petutas pelayanan 3,75 3,73 3,7 4 3,19 3,76 3,78 3,16

4. Kedisiplinan petugas pelayanao 3,31 1,26 3,29 I 1l 3,31 3,?9

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3,25 3,24 3, Z6 3.31 3,26

6. Kemampuan petogas pelayanan a,7 z 3,26 3,28 1,24 ? ?l 3i29

7. Kecepatan pelayanan ? 1T 3,06 ?na 3,07 3,04 3,16 3,09

8. Keadilan menda!lat Delayanan 3,17 3,20 3,18 3,24 3,24

o Kesopanan dan keranrahan petugas 3,31 3,29 3,34 3,29 3,33 3,30

IU. Kewajaran biaya pelayanan 3,13 3,11 3,18 3,21 3,18 3,21 3,17

11. Kepastian birya pelayanan 3,95 3,95 3,96 3,97 3,98 3,96

12. jadwal pelayanan 3,56 3,5 7 3,57 3,55 1 14

3,4A 3,39 3,42 3,.14 3,42 3,47 3,43

14. peloyanan 3,41 t tt 3,3 5 3,39 3,38 3,41 3,38

I'lilai Indeks Unit Pelayanan 3,37 3,3 3,36 3,33 3,39 3,35

Nildi rKM 84,23 83,02 83,5s 81,03 83,29 Bri,64 83,79

Jumlah rata-rrta responden

.lumlah responden s/d -luni 2013

Rekapitulasi Nilai IKM Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Jumlah Responden IKM Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

TAHUN ZO13

No. lenis Pelayanan
BULAN

Jan Feb Mar Apr Mei luni .luli Aug 5ep okt Nov Des Rata-rata

1. lzin Penelitlan eq (? 83,0r 114,8 1 84,7 t]3,94 85,5 84,60

2. IMBB E0,68 81,0 8 1,:19 87,42 81,71 80,83

3. zin GanBgJan (l-iO) 82,53 8 1,7 82,55 81 27 80,89 8r,16 81,68

4. 80,1 82,71 80,52 31,85 8 1,4 81,44

5. TOP 32,54 83,9 83,02 83,3 dt,Jc 80,17 82,55

6.
.iOUP

86,9€ 84,69 84,44 85,50 83,s7 84,52

lzin Lainnya 85,3( 85,4 9 fl2,3 a 82,62 84,3€ 87,08 84.54

lzin Par alel E4,6( 82,4 1 82,7 83,7 81,2( 86,20 83,49

Perizinan t4,2 83,02 84,03 84,{;4 83,79

TAHUN 2013

KETERAN6,AN l

N;la, Persepsi,

Dis i:pka n

Ka. Sie. PenBembangan Kinerja

€trf-
F uarlana )H

(inerla Unir Pelay)nan.

PtrstPSr

ILAI INTIRVAL

i( t/

NrtAl (ONViR5i

IIIERVAL RI.1

(IN€RJA UNIT

PEUYANAil

1.00 - i.75 25. 43.75 D
Tidak Saik

1.76,2.50 a3 )6.62.5A C
Kuran8 Baik

l 2.51 52.51 - 81.25 B
Baik

3 26 . 4.AA 8r 26 r00 00 Sa.8ai Biik

Yogyaka.rta, 28 luni 2013

Diolah
Staf Sie. Pengembantan Kinerja

8atih Nusraheni. MA

19S408252009022005196501141986121001

!r

1:

l'.j,.',1t .

ti

.., a

.' :r'

.,'i .'

.,t

i i.rr
.,'ii,..i
j"rl:

ljr, ffi

'a'

, li
',.i

'' -;::'.4m

j1..,;.i;jry

iIUP

1.10. Jenis Pelayanan
.la n Feb MJr Apr Mei luni Juli Aug sep olc Nov Des Rata-rata

L 2in Penel:tran 23! 28. 32, 43". 371 26' 3lt
2. MRB 8( 11 8 6, 10( 8;

3. rin Gangguan (HO) 9: 7.. 8r 6: A 7:

4. ;IIJP 2, 1( 1 1( 1:

r0P 1( 11 l: 1i 1( 1l

6. rDUP \i
7, rin Lainnya 1-, 4. 2. A' 1; f(

8. zin Paralel 7. 8i 7t 7\ 7' 4( 'l'.

ltrmlah Responden 5),: 58; 611 7A', 67-. 48; 603

.1,'.;,;ffi



I

REKAPITUI.ASI IKM PEI.AYANAN PERIZINAN BULAN JUNI 2013

dan keramahan

Nilai lndeks Unit p91srr...

Jumlair Responden



I

Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

s/d Juli 2013

NO. tJNStrR PELAYANAN
BULAN

lan Feb lvlar Apr lvlei .luni .luli Aug sep okt Nov Oes Rata-rata

1. Prosedu; pelayar:n 3,33 3,2A 3,29 7,1) 3,33 3,29

) Pers!'aratan pelayanan 3,30 3,19 3,20 3.24 3,18 3,2 8 1)1

3. Kejelasan petutas pelayanan 3.75 3,73 3,) 4 1,79 3,16 3,78 3,14 3,,"6

Kedisiplinan petugas pelayanan 3,31 3,26 3,29 3,3 2 3,31 3,32 3,30

5, Tanggung jawab petugas pelayanan 3,24 3,26 3,?.2 3,3 1 3,3 1 a)1

6, Kemampuan petugas pelayanan 3,32 3,26 3,28 3,32 3,24 3,32 1 
'q

3,29

Keceparan pelayanan 3,06 3,09 3,07 3,04 3,16 3,09 3,09

8. Keadilan mendapat pelayanan 3,t7 3,20 3,20 3,18 3,2^ 3,21

9. Kesopanan d;ln keramahan petugas ? f 1 3,29 3,34 3.29 3,77 3,33 3,32 3,31

10. Kewajaran biaya pclayanan 3,13 3,11 3,18 3,2r 3,18 3,21 3,10 3,15

1i. (epastian bicva pel;yanan 3,95 3,95 1,95 3,96 3,97 3,98 3,96

12. Kepastian ladwal pelayanan 3,57 3,56 3.56 3,57 3,57 3,56

:r-1. Xeayarnanan Iingrungan 3,44 3,39 3,42 3,44 3,42 3,41 a i) 3,43

14 Keamanan pela!anan 3,4 1 3,33 3,35 3,39 3.38 3,;11 3,38 3,38

Nilai Indeks l.Jrir Pelayanan 3,3 2 3,34 3,36 3,33 3,39 3,36 3,35

Nilai IKM 84,23 83,02 83,55 84.03 83,29 84,64 83,80

lumldh rata'i.tr r :sponden

zrn Penelilian

Rekapitulasi Nilai tKM Pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

1r3,55

Jumlah Responde. IKM Pelayanan pcrizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUI] 2013

Gang8ua,) (HO)

lzin Pa ralel

P3rizinan

TAHUN 2013

Jumlrh Responden

crja Unil Peloyanan.

N ILAI N LAJ INTERVAL

]XM

NILAI KONVERSI

INILRVAL I(M

KINERTA UNIT

1 l.o0 - 1.75 25 - 4175 D fidak gail

2 1.76 - 2.S0 3 t6 62.5A C Kurang Bai*

3 2 51 .3.25 62 5i .81.25 B Saik

126.{00 81 26.100 00 Sangat Saik

0isiapkan
Ka. 5ie. PengembanBan Kinerla

ffi
!q!_? -a.5_E

196501 14 1986. i 2 1001

Yogyakarta, 31 Juli 2013

Diolah

Staf 5ie. Pengernbangin Kinerja

8c!h}!sEhelLl4A
1984082520090220C5

I

1'.

i

I

li1r.

.t r't ..

(ETERANGAN:

No, lenis Pelayanan
BULAN

lnn Feb 1,4 a. Ap( l\ lcl luni luli AuB 5ep okt Nov Des Rata-rati
1. I5.5; 83,01 84,8 84,1 : 83,9r 85.5 I 85,5: 84,71

MBB 80,6i 81,0. 18,1'. 8 1,3! 81,4; 81,7 79,2 _ 80,6c

3. iJ2,5I 81, r. 82,51 B 1,2 8 1,1( 8),,71

4. ;IU P 80,11 87,7( 80, si 8 1,8! 81,4 19,4: 81,1!
q rno 82,5t 83,!, 83,0i 82.3( 80,11 84,1t 82.8:
6. rD UP 86,9t 84.61 84,4t 81,9: 83,5 84,5- 84,5?
1. zin Lainn\ a 85.3( 85,4! 82,6. 84,3t 87.0r 87,8{ 85,01
8 81,6( 82,4: 8),7 : t6,2t E3,:l{ 83,4i

84,21 84,(J. 84,6, 83,U1 83,8(

No. lenis Pelayanan
lan Feb l\14r Apr Mei luni ..luli Aug sep okr Nov Des Rata-rati

1. 2in Pertelirian 23: 32' 4l 371 26, 30:
2. lvl BB 8t 1: 8 5: 10( 3', 8:
3. zin GanBBuan (ltO) 9t 7 1l 81 6: 4 9, 7t
4. ;IUP ?.. ti 1 1{ r',
5. rDP i( 1/ 1: 1t 1( 1: 1:

i'DUP
12 ]I

7. zin Lainrrya 1; 3. 4l 4-. 7, 24 2T

8. zin Paralel 7-. 8: 14 lt 7', A( 5( 6!
r:2! 56: 63i 70'. 481 54.. 59r



P,EKAPITULASI IKM PEL,AYANAN PERIZINAN BULAN JULI 201J

Unsur Pelavanan Paralel Perizinan
Prosedur pelayanan

Persya rata n

1 nr I 2 alJtwLl 3,2s1 3,28

asan petugas pelayanan

edisiplinan petugas pelayanarr

tugas pelayanan

3,2s1 3,37

Kecepatan pelayanall

Keadilan mendapat pelayanan

K;s,t"., ,1.; k;r.ilh.. p.t,,lc*
Kewajaran biaya pelaranan
(epastian biaya peiayanan

llspgslg*9rialslyg:l
Kenyamanan lingkungan

Keamanan pelavanan
3,41i 3,s!

Niiai lndeks Unit Pelayanan

l!ilai IKM

Jumlah Responden



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat {ll(t,l) Pela},anan Ferizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

s/d Agustus 2013

UNSL'R PELAYANAN

:dur pelayanan

'iIlaryEl1-_--
asarr FerutJs pelavanan

rplinJ pe:uga5 petiyanar __
qung lawab oetugal pelrlar,,n

rmpum petugas pelav,ntr

patan pdla\ m1 
_

llan rnend;pat petdyanan __
rygi3:l.li.3!t_!gie'
riaran b eyi lelayanan __
rt i u n 

-blaj_8l 
l,lg., n__ 

_

Stianladwu,nClayanar _
amanJn lingkJr rjJl

y]l,:r* _
,liiai lndcks rJnrt P€layanan

lan Feb l!4ar Apr Mei Juni luli Aug sep Ckt Nov Dc5 Rata-r

3,33 3,24 3,29 3,33 1 
'O 3,25 3,28

3,:0 3,20 3)4 ), lo 3,23 3,19

3,7 5 3,73 3,14 3,79 7,/O 3,78 3,14 3,1r 1,75

3,31 3,26 3,29 3,32 3,27 31 x,)L J,fl 3,30

3,28 )4 1.26 3,22 J] 3,31 3,26 3,27

3,26 3,28 3.32 3,24 32 l lf 3,28

3,13 3,06 3,09 3,07 3,04 3,16 3,09 3,02 3,08

1'23
3,31

3,17 2A 3,20 3,18 3,74 3,15 3,20

3,29 3,34 1,?9 3,2 3,33 3,3). 3,31 i t1

3,13 3,11 18 3,18 3,2t 3,10 3,00 3,14

3,95 3,96 3,98 3,97 3,96 3,96

3,5 3.56 3,56 3,5 7 3,57 3,5 3.56 3,5 3,56

3,4,1 3,19 3,4 2 3,4,:l 3,A 3,42 3,a0 3,41

3,4 3 39 1,38 3,4 3,34 3,37

3,3 3,34 3,36 3,3 3,35 3,3 i 3,3s
Nilai l(M 84,23 83,02 83,5 r, 84,03 83,29 84,64 83,88 82,83 83,68

|lumlah,JIJ.3lUI(sponden525|5ill.:,l'T-l__-.T-_-*I
I __ lJ,r,.r''e,..J''.:.,r, ._:]tL'1"s2013 __ | OoZ]l

Rel<apitulasi Nilai IKM Pelayanan perizin3n pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 201]

lenii Pelayanan BL] U\ N

lzrn Santguarr (l-lO)

SIU P

TOP

lrin Lainnya
84,72

Perizinan

.leris Pelayanan

Jumlah Ilesponden IKM polayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 2013

lan Feir l\,r. r

lzin Penelitran
Bata-rata

Yogyakana, 3C Agustus 2013

Diotah

Staf 5ie. Pergembangan liinerja

Ratih NuPraheni, lr4A

1984082s2009022005

lzin Gantguen {|O) 34

5I UP

TDP

TDUP

,

= 6

Lainnya

lzin Paralel

KETERANGAN

Nlbi k,)(pt., l,,rcJvt,t^t/, Mutu pctJrJIJn & h.rorjJ un,t pc,r)JnJn

il ILAi

PtRsEi5

N LA NTEFV4L 
j 

N LA I NvtF ,r

fM I rNtEr/qr.tr

0isiJpkan

Ka, 5ie. PsngenrbanBan Kinerja

--SVr.r-
Darsara.:il

19650i1,r i!t6i21001

Kepast

Ll.r I r\f)r i I',4ei lurr I Julj I Aug

PJ 7lr iir,94 95.55 85,5

dl lrl PI21

82 tt-l ,,,1).5) 81,8si 81,4

s2,lui 80,1

il,1ti g) (,2

83,Lr2l 8,,5q

I oo. 1 75 I 25 a3.7;

62.!t.31.r!

'Ji

h,

1l
ti
,a

I

No.
.la n Fel) 5ep ckr Nov Des Rata-rat:

1. zi,r Penelitiarr 85,5, 83 0t 81,81 84,1( 84,6(
2, I/BB 80,6r 8 1,0: 7E,75 81,3! 81,4: llr.7: 7q l. 81,1: 84,7t
2

il1,7. 8 1,1( 8 1,8! 8 1,0t 81,5:
4, 80,1. 82,7( 79,4: 86,5i 81,8:

82,5, 83,9- 83,0. 8.],3: 84,i( 80.5S 82,5r
6. IDUP 86,91 84,6! 84,4, 85,5( 8 1,91 83,5, 34,51 83,0 84,3r
7. Es,3( 85,4 ! 84,31 87,0t 87.8r
8 lzin Paralel 84,6( 82,A', 8 3,7: 81,2{ 86,?( 83,3( 8t,1i

84,2: 83,21 84,6/ 83,8t 82,8: 83,61

a', t r
t:, i r
;.'. \ :
4I" tr .
T:irtI i'; I

i:.i,'
.{1 t't
.i tt ,

J,1.' ir,'



REKAPITULASI IKM PEI.AYANAN PERIZINAN BULAN AGUSTUS 201.3

s pelayanan

l(esopanan dan keramahan

stian jadwal pelayanan

Keamanan pelayanan

Nilai lndiks lJnit Pelayanan



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakai (tKM) pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta
s/d September 2013

NO. UNSI,]R PETAYANAN

pelrya.a^ -._
EUIAN

lan teb Ma. Apr Mei luni lu li Aug 5ep Okt Nov Des Rata-rata
3,33 3,23 24 3,29 3,29 1)q 3,28z an 3,30 3,19 3,20 3,24 3,18 3,28 3,23 3.19 3,24 2 l2

3 3,7 5 3,13 3,14 3,79 3,7 6 3,78 3,74 3.77 I l(
4. Kedisiplinan petutas pelayanan 3,2 6 3,29 3,32 1,21 3.31 3.32 3,31 3,34 J,l0

-Jt6.

7.

3,2s 3,24 3,26 3,22 31 3,31 ),to ? 19 a 71
Iggl.llir jglcgi_lgi, !!i' 3,3 2 3.)6 3,2 8 3,3 2 3.24 3,3 2 3,3 1 I 10

l,1l 3,06 3,09 3,04 3,16 3,09 3,02 3,09 3,08

3,20
I Keadilan mendaoat pelavanan

ilesopanan can keramahan petugrs
3,11 t,20 3.7.0 3,24 3,24 3,15 ? 10

9.- 3,31 3,29 3,34 3,29 3,21 1,3 3 1,3 2 J,JI 3,3 I
10. Kewajaran biaya pelayanan 3,13 3,11 3.18 3,21 3,18 3,10 3,00 3,08 3.13
11 Kepastlan oiaTa pelayrnan 3,9s 3,95 3,96 3,97 3,98 3,91 3,96 3,95 3,96
72. Kepastian jadwal pelayanan 3,5 3,56 3,56 3,57 3,57 3,55 3,56 3,52 3,54 3,56(en!rmanan lingkungan 3,4A 3,3 9 3,A2 3,44 3,42 3,,11 3,a2 3,4 0 3,42 3,42

pelayaoJn 3 41 1.3 3 3,3 5 3,39 3,31r 3,4 3,38 3,34 3,35 I 17

3,3 7 3,3 2 3,3 6 3,tl 1,39 3,t6 3,34 3,35
84,23 83,02 81,5 5 84.03 83,29 8A,64 83,88 82,83 83,56 83,61

Jumlah rnia-rata responden

No Pelayanan BULAN

lan Feb Mar Apr Mei lunr luli AUB 5ep okt Nov Des Pata-rata
1 Penelitian Q( <l 83,08 84,81 847 83,94 85,55 85,5 84,1 85,14 84,7
2. u0,r,E

82.5:

81,02 1'.d,15 8 1.3S 37,42 79,2 8 1,73 80,5€ 80,72
3 zin Gangguan {FtO) 8 2,55 81,21 80,89 31,89 81,08 79,18 8r,42
A _8il: .i2 -'0

l-.,
82 2 0

83,02

80,5 8 1,8 8 i,4 79,41 86,53 a1 l 81,78
5,

5.

83, l 80 17 84.7e 80.59 33,65 82,1C
t6,92 84,6(j 84,44 85,5( 84,5 83,07 88,24

7 Izin Laiorrya 85,30 85,4 9 82.36 82,62 84,3! 8 7,08 6 7,86 82,54 84,7 4

8 lzin Faraiei 84,6( 82,1 83.7 8 1,2€ 66,20 8t,71 83,84 Ql tl

84,23 81,02 8 3,5 b1,03 81,29 84,64 83,8r 82,E3 31,5b 83,5'!

Rekapitulasi Nilai rKM perayanan perizina, pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 2013

Jumlah Responden IKM pelayanan pei i.inan pada Dinas peri:inan Kota yogyakarta

I AHUN 2013

Feb

lrin Gan6Fuan (HO)

5IU P

TDF

TDUP

Lainnya

Paralel

XETERANGAN

Nilai Per

Ka.Sie Pengembangan (inerja

---Sn,(--

Yogyakarta, 30 Septernber 2013

Diolah

Staf 5ie, Pengembangan Kinerja

\^

-X":H trac!.fltoraha rdio

19611103 200504 1 004

Darsana. Sll

1965011/, 198612 1 001

lzin Penelitiaf

Pelayansr &

N LAI NILAI INTENVAL NITAI KONVERSI PE

pansEPst

1

2

J

IM

l-*-
1.75 - 

' 
so

2.51 .3.25

II!TERVAt I(\4

25.43.75

MtJiu PEIAYANAN

D T,dak Baik

3.16 - 62.5t) c (ur.nB Baik

62 5r.81.25 B

4 3.26.4.00 81.26. 100.00 S.ngal Baik

MBB

TDP

.DU 
P

84,1-t

Peririnan

llo.
enis Pela!anaq

lan ll't-
12.

Aor Mei luni lu i Aug sep ckr Nov Des Ra(a-ra ti
1. 23: 28) 43
2.

31i 26 24: 8( 16i 26.

3,
8 b. 10i: 8, 8i 6; 7t 8(

4.

91 11 8, 6: A-, 9', 4', 5; 7
2i 1t 1 1( 1( 1l:

6.

1( 1, 1: rl 1( l. 1(
1: 1t

7. 1;
-3_

8;

,j
-7t

2. 4. 1;
8.

!. 3 /-t

I' rmlrh
1t 7', 1( 5( 5 6t

52! 58, 619 70; 67', 43', 5.1 l 26! 4!, 53;



I

REKAPITUI.ASI IKN4 PELAYANAN PERIZINAN BULAN SEPTEMBER 2013

No. Uns!r Pelayanan IP IMBB HO SIUP TDP TDUP l.ain Paralel Perizinan
1.. Prosedur pelayanan 3,44 3,0 3,09 ? 1) ? lq 3,43 ? ?( 3,33 3,28
2. t'ersyaratan pelaya nan 2 ln 3,08 ? 11 f,,f5 3,38 3,57 lla ?')" 3,24

Ke,ielasan petJqas pelavanan 3,b7 3,72 1 7( 3,5 3 3,63 3,86 3,77 3,8: 3,7.!
4. Keorstplinat: petugas nelavanan ?, ?) ? 1_7 3,14 1ro 3,38 3,43 3;45 3,1i 3.3,4
5. Tanggung jawab petugas pelaya nan 3,30 a, Lq 3,19 1)C 3,38 3,57 3,29 3,31 3,28
6. 3,38 ? ?q 3,1-4 ? 1C 3,5C 3,57 3,42 all
7.

3.31
recepatan petSyanan 3,15 2,96 3,04 3,0c 1?q 3,43 3,23 3,0c 3,09

8. \eaoilarr nten0apat pelavanan 3,26 3,t2 ? 1') : f ( ? cr 3,29 3,26 ?. tc 3,19o
3,35

3,44

3,28 
l 3,2r l rc 1 aE 3,43 3,23 3,3S ? 21

10. Kewajaran biaya pelayanan a c^ :,5 t 3,19 J, 15 3,29 3,19 ? 1a 3,08
11. Kepastian biaya pelayanan 3,96 3,96 2 0E f,, oc a1 4,00 lqa 3,9€ 3,95
12. Kepastian jadwal pelayanan 3,60 3,42 3,3 2 3,06 1?q 3,57 3,52 3,4S 3,54
13. Ker)yamanan llnglrunllan ?4q 3,3 2 3,26 3,44 1rq a't1 1q, 3,41 3,42
14. I_qglnan pelayanan f ro 3,32 ? 1C f 1c 3,57 ? 2( 3,39 3,35

Nilai lndeks Unit Pelayanan 3,41 ? ), 3,t 9 f ac ? ?tr 3,53 1 ?O 3,35 3,34
Nilai lK[4 9q l/ 80,58 19,78 81.,2 I si,6sl 88,24 84,,14 i- 83'si1 83,56

JUmlan Hesp0nden 168 i6 57 16 [-;] a 31 51 414

(emarnpuan petugas pelavanan

l(esopanan dan keramahan petusas



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

s/d oKToBER2013

NO. UNSUR PELAYANAN
BULAN

.Ja n Feb Mar Apr N1 el iuni luli Aug sep ckt Nov Des Rata-rata

1. Prosedur pelayanan 3,33 Lt 3,24 :.29 1,33 3,23 3,28 3,28

Persyaratan pelat'anan 3,30 3,19 3,24 3,2A 3,28 1,24 3,16 3,22

a Kejelasan petugas pelayanan 3,73 3,7 4 3,79 3,7 6 a,l8 3,14 3,7t 3,71 3,44 3,72

4. edisiplinan petuBas pelayanan 3,11 3,26 ),21 3,31 3,32 3,31 3,34 3,2s 3,30

TangBunB jawab petugas 3,28 3,25 3.22 3,31 3,26 3,24 3,26

6. Kemampuan petuBas 3,32 3,26 3,3 2 3,24 3,32 3,29 1 11 3,31 3,28

7 Kecepatan oelayar,an 3,13 3,06 3,09 3,07 3,04 3,7t, 3,09 3,02 3,09 3,03 3,08

8. Keadilan rnendapat pelayanan 3,23 3,11 3,20 3,20 1,18 3,24 3,24 i 10 3,18 3,20

9. l(esopanan dan keramdhan J,)l 3,29 3,34 3,29 3,7 3,33 3,31 3,3 3,30

10. (ewajaran biaya pelaydnan 3,13 11I 3,18 3,10 3,00 3,C8 3,05

11 (epastian biata pelayanan 3,95 3,95 3,95 3,96 3,91 3,98 3,97 3,96 3,95 3,92 3,96

tz Kepastia,) j?dwal pelayanan 3,5? 3,56 3,56 3,57 3.57 3,56 3,52 3,54 3,50 3,55

13. Kenyamanan lilBkunBan 3,44 3,19 3,4) 3,44 3,4) 3,41 3,42 3,4 0 3,AZ 14

14. Keamanarl pelayanan 3,41 3,3 3,35 3,39 3,4 3,38 3,34

Nilai lndeks Unit PelaVanan 3,17 3,3 2 3,34 3,35 3,3 3 3,39 3.36 3,11 3,34 3,29 3,34
Nilai lKN4 84,23 83,02 83,s5 84,03 83,79 8A,64 83,88 82,83 83,56 8?,21 B3,s2

lulnlah rata-rata responden 617

Jumlah'esponden s/d O1\tober 2013

Rekapitulasi Nilai IKM Pelayanan Perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAHUN 2013

EULAN

lan

lumlah Sesponden IKM Pelayanan perizinan pada Dinas perizinan r(ota yogyakarta

TAHUN 2013

NI tAI \ LAI NTTRVAL firt_A Kof!vIq:]r PII,'\YANAN KINERJA UNIT
PEt(SEP5i KM ]NTIRVAL ([1 MI]TU P ILAYANAN

1 1.00 - 1.75 25 . 4 3.75 D Tidak Baik

2 1,76.2.50 43.76.62.50 C (!rnie Brik
3 2.51,3.25 62.5 I . 81.25 B Bo ik

4 3.26.4.00 81 26 - 100.00 5aneat Baik

Ka.5ie PenEembangan Kinerja

Yogyakarra, 31 Oktob€r 2013

Di otah

5raI Sie Pengembangan K]nerja

Heri SaolgIgEl![g

19631103 200604 1 004

Darsana/ Sl'l

19650114 :38612 1 001

::,.

\o, enis Pelayanan

Feb Mar Aor Mei luni .lu li Aug 5ep okt Nov 0es Rata-rata
1. zir Penelitian 83,0r 84,8.1 84,7',: 83,9r 85.5: 85,5: 84.1( 85,2t 84,7:

MBB 80,6I 8 1,01 18,75 81,3! 8t,4. 79,2 < L,/: 80.5t 79,-1( 80,5t
zin Gangguan th0) E2,55 81,2. 80.8! 81,1( a1 a( 8 1,0t 79,7i 81,0; 81,3!

4. ;IUP 80,1: 82,1( 82,2( 80 5; 81,4; 7e,.t3l 86,s: 81,21 77,7: 81,3I
TDP 32,5t 83,0. 83,3 82,3( 80,1; 84,1\ 80.5! 83.61 83,9; 82,82

6. TOUP 86,9a 84,6! 84,4, 85,5( 81 9: 83,5; 84,5 l 83,0; 88,71 79,2t 84,2i
1. zin Lainnya 85,3( 85,41 82,3( 82,6: 84,it 87,0i 87,51 82,65 84,7 t 82,7t 84,5:
8. zin Paralel 84,6( 82,41 82,7. 83,7: 81,2 ( 86,2( 87,1-, 83,84 80,26 83,0:

PerizinJn 84,2: 83,0; 83,5: 84,0: B 3,2! 84,61 83,8i 82,8: 83,5( 83,5i



REKAPITULASI II(M PELAYANAN PERIZINAN BULAN OI(TOBER 201.3

a5 pelayanan

Kedisiplinan petugas pelayanan

anggung jalvab petugas pelayanan

Kemarnpuan petLlgas pelayanan

Keadiiarr mendapat pelayanan

Kesopanan dan kerarnahan

l(ewajaran biaya pelayanan

amarlan lingkungan

Keamanan pelavanan

Nilai lndeks Unit ?elayanan

I



Rekapitrrlasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

s/d NovEMBER 2013

NO. UNSUR PELAYANAN
BULAN

.la n Feb lvlar Apr Mei luni i uli ArB 5ep okt Nov Des Rata-rata
1. Prosedur pelayanan 3,33 3,24 3,29 3,25 3,3 3 3,29 3,25 3,28 2 l( 3,2,"

2 Persyaratal p€layanan 1,30 3,19 3,2A 3,24 3,18 j,28 3,23 3,19 3,24 3,16 ),2r 3,22
Kejelasan petugas pelayanan 3,7 5 3,73 3,7 A 3,79 3,76 3,78 3,7 4 7,t L 3,71 3,44 3,71

4. (edi5iplinan petugas pelayanan 3,31 3,26 3,29 3,32 3,31 3,31 3,34 3,26 3,29

5.
'antgunt.lau/ab petuBas 3,2E 3,25 1 )4 3,76 1,22 3,26 3,tq 3,25 3,26

6. Kemampuan petuBas pelayanan 1 1' 3,26 3,28. 3,32 3,24 3,32 1 )A ? ?1 111 3,29 3,29

7. Kecepatan pelayanan 3,06 3,09 3,A7 3,04 3,16 3,09 3,02 3,09 3,03 3,05 ?,07
6 Keadilan rnenCapat pelayanan I l1 3,r7 3,20 3,18 3,24 3,24 3,15 3,19 3,18 3,19 3,20
9. Ke{opanan dan keramalian 3,31 3,29 3,34 3,29 3,33 3,32 3,3 ? 21 3,23 3,25 3,30
10. Kewajaran biaya pelayanan 3,11 3,18 3,27 3,18 3,21 3,10 3,00 3,08 3,05 3,L2
11. l(epastian biaya pelayanan 3,95 3,96 3,91 3,98 3,97 3,96 2 0< 1 ql 3,96 3,96
L2 (epastian jadwal pelayanan 3 57 3,56 3,56 3,51 3,57 3,5s 3,55 3,54 3,50 t <1 3,5s
13. Kenyan,anan linEkungan 3,44 3,39 3,47 3,44 3,42 3,11 3,42 3,40 3,42 3,4 1 141 3,42

14. Lf:rru:lrrr- 3,41 3,39 J,id 3,41 3,38 3.34 3,35 3,37 2 f a

Nilai lndeks Unit Pelayanan 3,3 7 3,32 3,3 3, t6 3,3 3 1 1C 3,36 1 11 3,34 3,29 3,32 3,34
Nirai ll(M 84,23 83,02 83,55 84,03 83,29 84,54 83,88 82,83 83,56 82,2! 83,06 83,48

lumlah rata-rata responden

sild November 2013

Rekapitulasi Nilai IKM pelayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota ycgyakarta

TAHUN 2013

Jumlah Responden rKM perayanan perizinan pada Dinas perizinan Kota yogyakarta

TAIIUN 2013

KETERANGAN :

Nilai Per

K;.Sie Pengenrbantan Kinerja

Yogyakarta, 9 Desernber 2013

Diola h

Staf Sie. Pengembangan Kinerja-e\.-f
Darsan:. Sll

196501141986r21001

,Jo. Jenis Pelayararr BUI. N

lan Fob Mar Ap( Mci .luni luli Aug sep okt Nov Des Rata-rata
1 lzrn PenelitrJn 83,C8 84,8 8.,1 ) 83,9a 85,5 3 84,15 85,24 8A,73 84,04 84,67
2. IMSB 80,68 B 1,02 78,75 8 1,39 8t.42 81,71 79,21 81.73 80.58 79,30 8C.62 80,58
3. lzin Gan8guan (HO) 82,53 82,55 B1 21 80,89 81,15 31,89 81,08 19,18 81,07 81 13 8 1,36
4 SiU P 80,13 87,10 32,20 8A,52 87,41 79,43 85,53 81,21 77,15 84,14 81,63
5. TDP 82,5A 83,93 8 3,02 83,3 1 82, l6 80,17 8A,75 80,59 83,65 83,97 82,30 82,78
6. TD UP 86,98 84,69 84,44 85,50 8 1,95 84,51 83,07 88,24 19,28 92,30 84,96
). zin Lainnya 85,10 85,4 9 8 2,16 82,62 34,33 87,08 87,86 82,69 84,i 4 82,16 80,64 8A,!7
8. zin Paralel 84.60 t2,41 82,73 83,73 81,26 86.20 8r,36 81 77 83,E4 80,26 83,04 83,02

Pcrizinan 84,2 3 83,02 84,03 t 3,29 84.6,1 83,68 82,83 83,55 82.2r 83,06 83,48

No.
enis Pelayanarr

lan Fcb N1a r Apl M0l Juni luli ArB 5ep Okt Nov Des Rata-rata
1.. I lzin Penelilian 235 322 431 377 261 243 80 168 203 263 26C
7. lltvlBB 86 73 ti7 62 100 67 16 86 83 80
3. llzin Ga1B8ur,, {HO) 95 17 75 84 63 47 9l 41 57 7A 79 72
4. SIUP 1 22 16 11 9 10 8 4 16 5 10 11
5 OP 10 !4 13 15 10 b 12 5 8 13 11 1i
6. DIJP 4 7 7 5 b 1.2 18 5 1 3 3 7
7 lzin Lairilrya 71 31 45 )) 41 T1 24 r2 31 32 7
8. 

I 
tzin Pararel 71 E2 74 16 17 46 56 As 51 4), 46 60

582 639 141 677 541 4lA A57 5C2

rn!€ rval l(M, M utu Pelaya na n & (inerja Unrt

N LA] NTERVAL N]LAI (ONVERSI PE LAYANAN KINER]A UNIT

F 6 RSE nil t(M INTERVAL IKM MUTU

1 1.00 . 1.75 D Tidak Baik

2 1.76. 2.50 :176-6250 c (urang 3aik
3 62.51 . 81.25 B Baik

4 3.16.4.00 91.26,100.00 SaoBat Baii



No. Unsur Pelavanan IP IMBB HO SIUP TDP TDI..lP Lain Paralel I perizi
L. Prosedur pelayanan 3,28 3,r4 3,20 3,40 3,27 4,00! 2,86 3,2( ?. )q
2. Persyaratarr pelavanan ? l? ,11 3,19 3,30 2no 3,67 3,r-4 3,24 3,21
3. x 

"r3l 
. r.'L!Sgg:..gg|u :glgl J, Od 3,76 3.71 3,70 3,91 4,00 3,57 3,61 3,71

ISt'feU.El lsj, e. sjggy{j.l 11C 3,16 3,30 3,1 3,67 3,14 3,24 3,26
5. Tanggung jawab petugas pelayanan ?l I )l 3,19 3,40 3,1 3,67 3,14 3,24 ?)q
6. Kemampuan petuga s pelayanan : f ) 3,28 3,25 3,20 ? 1t 3.61 3,0C 3,37 1)q
1. Kecepatan pelayanan 3,12 2,94 2,89 3,20 3,09 3,67 2,86 3,09 3,05
q Keadilan mendapat pelayanan 2, )) 3,10 3,19 ta 3,18 : 22 3,00 7, )) 3,19
9. Kesopanan dan keramahan petugas 3 75 3,23 7,L) 3,2 3,18 3,33 3,00 3,28 f 1c

10. Kewajaran biaya pelayanan ?1q I (1 2,57 ? q1 3,67 ? io f,n7 3,09
1l K ufgstl{ b i 1y.:_egu \gn a n 3,9 s 3,94 2 0( 4,0c 4,00 4,AC 4,00 4.00 3,96
t2. Kepastian jadwal pelayanan J,5 J 3,3 6 3,30 3,73 4,00 1 (7 3,39 2 qa

13 Kenyamanan lirrgkungan 3,4 3 ) ?C 3,43 3,50 3,21 3,67 1 C1 3,37 3,4
14. l(eanranan pelayanan 3,4 3,3 1 ?1n 3,30 3,18 3,67 3,29 :1,4 r ??

Nilai lndeks Unit Pelayanan 3,3€ 3,2 f ac a )1 f lo 3,69 ),. J 3,32 3,32
Nilai ll(l/ 84,44 80,6 B 1,1 '1,4,1.4 82,30 ol ?n 80,54 83,04 83,06

Jumlah Responden fc) B3 79 10 11 1 46 s02

REKAPITULASI IKM PELAYANAN PERIZINAN BULA[.J NOVEMBER 2013



Rekapitulasi Hasil Survei lndeks Kepuasan Masyarakat {iKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

s/d DESEMBER 2013

NO.
,JNSUA 

PT!AYANAN
BULAN

-la n Feb Mar Ap- Mei luni luli Aug sep okr Nov Des Rata2

1. 3,33 3,23 3,29 ) )q 3,29 3,28 3,28 3,26 3,27

pelayanan 3,30 3,19 3,20 3,)4 3,18 3,28 3,19 3,24 3,15 3,21 3,2L 3,2?.

1 Kejelasan petugas pelayanan 3,75 3,74 3,19 3,76 3,78 3,.14 3,71 3,71 3,44 3,71 3,67 3,71

4. Kedisiplinan oetugas pelayanan 3,31 3,26 3,29 3,32 1,31 3,31 3,34 1 )( 1aa 3,31
( anggur,g lawJb petuga! 3,25 3,24 3,26 I l) 3,31 3,31 3,26 3,28 3,26 3,?6

6. Kemampuan petugas pelayanan : 11 3,26 3,28 3,32 3,24 t,3 2 t 10 f l: t:1 3,27 3,29 2 1' 3,28

7 Kecepatan pelayanan 11? 3,06 3,09 1,V ', 3,04 3,15 3,09 3,02 lno 3,03 3,05 3,04 2n?

8. Keadllan mendapat pelayanan t f I 3,20 3,2C 3,24 3,2A 3,t 5 2 10 3,18 x 10 3,19

o Kesopanan oan keramahan 3,34 3,29 3,21 3,33 3,32 t,tl 3,31 3,23 3,26 3,29

10. Kewajarrn biaya pelayanan 3,13 3,11 3,18 3,2 t 3,18 3,2L 3,10 3,00 3,08 3,05 3,09 3,98 3,72

r.1 Kepas:inn biaya pelayanan 3,95 3,95 3,95 3,96 3,9 3,98 3,91 3,95 3,95 1q) 3,96 3,97 3,96

72. Kepasti3n iadwal pelayanan 3,57 3,56 3.56 3,s7 3,57 3,55 3,56 ? (? 3,54 3,50 a c1 3,50 3,54

13. Kenyamanan lingkunBan 3,4A 3,39 3,42 3,4 4 3,42 3,41 3,A2 3,40 3,47 3,41 3.41 5,CU 3,42

14. Keamanan pelayanan 3,41 3,35 3,39 3,38 3,4 1 3,38 3,34 3,35 3,37 3,17 l'{t
Nilai lndeks LJrit Pelayanar, 3,34 3,36 3,33 I ]q 3,36 3,31 3,34 3,29 2 )' 3,32 3,34

Nirai lKl'4 44,23 83,02 83,55 84,03 83,29 84,44 83,88 82,83 83,56 82,2! 83,06 82,98 93,44

.lumlah rala-rala respxrden

RekapitLrlasi Nilai IKM Pelayanan Perizinan pada Oinas Perizinan Kota Yogyakarta

TAHUN 2013

No, Pelayanan BUTAN

Jan Feb Mar Apr Mei .lunl .lu li Aug sep okr Nov Des Rata2

1 lrin Penelitirrl 8S,5 2 83,08 84,81 84,73 83,94 85,53 84,16 85,24 84,73 44,04 83,95 84,61

2. IMBB 80,68 8 1,02 81,39 81,42 81,71 81,73 80,58 79,30 80.62 81,68 80,67

3. lzin GanBgua| (HO) 82,53 8 1,73 8 2,55 B 1,2 80,89 8 1,16 8r,89 81.08 19,78 81,07 81,13 8t,19 81,40

4. SIUP 80,13 82,70 80,52 81,85 81,47 )9,43 86,53 81,2 1 77,'t5 84,14 16,72

5. TDP 82,54 83,93 83,02 83,31 82,36 30,17 84,76 80,59 83,65 ai o? 82,30 82,54 82,76

6. TDUP 86,98 84,69 84,44 85,50 81,95 83,57 84,51 83,07 88,24 ?9,28 92,30 76,33 84,24

7 lzin Lainnya 85,30 85,49 82,36 bt,o/ 84,3E 87,08 87,86 82,69 84,7 4 82,76 80,64 79,52 83,79

8. lzin Paralel 84,60 82,11 82,1i 83,73 I 1,26 86,20 ii3,36 81,77 83,84 80,26 83,04 8A,45 83,14

Perizinan 84,2 3 83,02 E3,55 84,03 8,1,611 83,88 82,83 oJ,50 83,06 82,98 83,44

Jumlah Responden IKM Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan l(ota Yogyakarta

TAHUN 20].3

No.
leais Pelayanan

lan Feb Mdr Apr Mei lu0i luli AUB sep okr Nov Des Rata2

1 izin Penelitian 235 282 322 431 31r 261 243 EO 168 203 204 255

2 IMBB 86 73 87 62 100 B2 67 76 60 83 56 78

lzin GanSBUail (liO) 95 i1 75 84 63 47 97 47 14 19 15 72

4, SIUP ) 22 16 11 9 10 it A 16 5 10 9 1t

5. r0P 10 14 1l r.5 10 6 L2 5 t3 11 4 r0
6. TDUP 4 7 7 b 6 t2 18 5 7 3 3 3

7 zin Lainnya i] 31 45 22 41 t7 24 12 31 72 7 10

8. lzin Paralel 71 14 16 l7 46 56 45 51 41 46 54 60
.lu m 525 639 147 677 487 541 265 4t4 A57 502 4r5 518

KETERI.N6AN:

& l(rnerji Unit Pelayanan

NIIAI NILAI INTIRVAL NILAI KONVERSI PELAYANAN XINERJA UNIT

PERSEPSI lKl\4 INTERVAL KM MUTU PEIAYANAN

1.00 - 1.75 25 - 13.75 D Tidak Eaik

2 1.76 - 2.50 4 3.75 - 62.50 C (urang Baik

3 2.51 . 3.2 5 52.5i.81.25 B gaik

4 3 26-4.r.0 26 - 100.00 Daik

Ka.Sie PeoSemb3ngan Kinerja

YoByakana, I Desenrber ?013

Diolah

Staf Sie. Pengembanqan Kinerja

Heri Saptoraha,Giq

19631103 200604 I 004

M
Da.san a, 5 H

196501i4 198612 1 001

)rosedur pelayanan



REKAPITULASI IKM PELAYANAN PERIZINAN BULAN DESEMBER 2013

Jumiah Responden

Prosedur pelay,anan

Keadilan mendapat pelayanan

Kewajaran biaya pelayanan

Kepastiar-r biaya pelayanan 3,eri l,es
(epastian jadwal pelayanan

i\llai lndeks Unit Pelayanan

l.lilai 1l(M



HASIL AKHIR SURVEI IKM BULAN DESEN1EER 201.3

1.. lzin Penelitian, praktek Kerja Lapangan (pKt) dan Kuliah t(erja Nyata (KKN)

NO. UNSI]R PELAYANAN BULAN

.Jan Feb I ruru' I ,rp, Mei luni luli AUg 5ep ckt Nov Des Rata2
1. Prosedur pelayan3n 3,23 3,30 3,33 3,31 3.40 3,38 3,44 3,39 3,28 3,32 3,3s
?,, )ersyararan pelayanan 3,33 7,t/ 3,25 3,20 I ta 3,30 3,21, 3,30 3,20 1f t 3,26

Keielasnn pctugas pelayanan 3,7 7 3,71 3,] 6 3,19 3,15 3,t-6 3,73 3,70 3,67 J,00 3,68 3,67 3,67
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 3,?9 3,17 3,31 ? le ? 1' 3,32 3,28 3,25 3,24 3,26
5. I anggung jau/ab petugas 3,29 110 3,26 3,22 3,29 3,35 3,25 3,30 3,27 3,26 3,?-7
6. Kernampuan petugas pelayanan 3,37 3,33 3,33 3,25 3,34 3,34 3,26 3,32 2 21

7 Kecepatar pelayanan 3,14 3,02 3,10 3,07 3,06 j, i9 3,15 3,10 3,10 3,12 3.10 3,11
Keadilan mendapat pelay 3,30 3,16 3,26 3,2 1 3,2? 3,30 3,26 3,26 I 1C 3,22

9, Kesopanan dan keramahan 3,36 3,29 3,36 3,30 3,71 1,34 3,36 3,33 3,28 3,25 3,29 3,31
10. ewaiarar, biaya pelayanan 3,50 3,50 -?,4 3 1,46 3,r1 8 3,.19 J,38 3,44 3,43 3,39 3,41 3,43
11. Kepastian biays pelayanan 3,94 3,96 3,97 3,96 3,95 3,91 3,98 3,95 3,96 3,92 3,9s ?oa 3,96
),2. Kepastian jadwal pelavanan 3,53 3,5s 3,59 7,51 3,59 3,53 3,60 3,53 3,46 3,55
13. Ke0yamanan lingkungan 3,49 3,4 0 3,49 3,4 9 3,4 6 j,57 3,41 3,48 3,49 3,53 3,43 3,45 3,48
14. Keamanan peJayanan 3,4 3 3,34 3,39 3,38 I ,10 3,42 3,35 3,38 3,43 3,4? 3,33 3,39

Nilai lideks Unit Pejayanan 3,42 3,32 3,39 3, l9 1,3 6 3,42 3,42 3,37 2,4! 3,39 3,36 3,38
85,52 83,08 84,81 83,9A 85,55 85,53 84,16 85,24 8A,13 44,04 83,95 84,61

Jumlah responden s/d Deserrber 20i3

2. lzin Membangun B Sangunan M

NO. UI']SUR PELA\ ANAN B L] LCN

Jan Feb Ma. Apr Mei iuni luli Aug 5ep okt Nov Des 'ata
1.. pel;yanan 3,12 3,05 2,95 3,23 3,22 3,01 3,24 3,03 3,09 3,14 3,16 3,12
2 Per!yaratan pelayanan 3,14 3,14 3,05 3,19 3,19 3,18 3,00 3,16 3,G8 3,08 3,i1 3,14
3. KeJelas3n petLgas pelaVana,l 3,J I 3,69 3,19 3,83 3,78 3,66 3,7) 3,69 1,76 1,64 3,74
4 KediriplinJn peruqas pelayanan 3,15 3,2s 3,15 3,23 3,23 3,27 3,16 3,13 3,18 3,27 3,20
5. Tanggurs jdwab petugas 3,21 3,3 2 3,15 3,2A 3,3 6 3,24 3,t7 3,25
6 Kemampua. potu;as pclayar)an 3,15 3,31 3,13 3,25 3,19 3,28 3,25
7 Kecepa,.an pelayanan 3,00 3,03 2,91 3,02 ) oq 3,06 2,93 3,C0 2,96 2,90 2,94 3,04 2,98
8. Keadilan mendapat pelayanan 3,77 3,15 3,06 3,15 1,22 3,12 3,13 3,t2 3,09 3,10 3,25 3,14
9. Ke50nanan dar r:ramahan 3,2tt 3.31 3,21 3,30 3,36 3,28 3,r7 3,23 3,34 3,27
10. Kewajararr Didy3 p€laylnan 2,4 3 2,47 2,30 2,45 2,48 2,a6 2,54 2,5A 2,45 2.5 1 2,48 2,A6
11. I Kepas't,an biava pelayanan J,97 3,89 3,9 1 3,95 3,98 4,00 3,96 3,96 3.96 ? q, 3,94 3,95 3,9s
t2. 1 KepastiJn iadu,a i,ela /dr)ao 3,36 3,4 8 3,34 ),31 3,38 3,35 3,40 3,42 3,30 3,36 3,38
11. Kenyarnanan lrngkungan 3,3 5 3,36 3,29 3,2 8 3,24 3,36 3,32 3,35 3,39 ? ?l

Keamanar, pcLayailan 3,41 3,29 3,23 3,34 3,37 3,t6 3,30 3,33 3,31 3,34
3,23 3,24 l,i5 3,26 3,2 6 1,21 3,71 3,2? ? )) 3,22 3,27

80,68 81,02 78,7\ 8 1,39 81,42 8),1 la t1 81,73 80,58 79,30 80,62 8i,68 80,67

Jur]llah rata-rata responden

3. lzin Gangguan (HO)

NO. I.]NSUR PELAYANAN B ULAN

.lan Feb Mar Apr Mei luni l!li AuB 5ep okt Nov Des Rata2
Prosedur pelayanan 3.23 3,19 3,14 3,11 f ,17 3.22 3,13 3,09 3,20 3,20 3,18

2. Persyar atarr pelayanan 3,23 3,15 3,19 3,15 3,10 3,23 1,19 3,15 3,12 3,12 3,15 3,16
3. (ejelasan petugas oelayanan 3,75 3,80 3,15 3,82 3,83 3,18 3,68 3,75 3,74 3,71 3,69 3,76
4 KeCisiplinan petuil?s pelayaoan 3,22 3,21 3,2 4 3,15 3,21 3,r7 3,19 3,21 3,74 ? 10 3,16 3,36
5 anggung jawab petugas 3,26 3,24 3,27 3,25 3,22 3,30 3,17 3,19 3,24 i 10 2 1( 3,25
6. (eqram0uan pctuilas pelayanan 3 31 3,20 3,24 3,29 3,19 3,19 3,26 3,21 3,14 3,23 ? )( 3,28 ) 1'
7. Kecepatan pelayanan 3,18 3,08 3.0€ 2.96 2,98 1,00 3,00 3,00 3,04 :,9 3 2,91 3,00
8. mendapat pelayanan 20 3,21 3,2 9 I )' 3.15 3,15 3,20
9. K€sopanan Can keramahan 24 3,2 5 3,19 3,24 3,19 3,29 3,25 3,2! 3,27 3,23 3,29 3,26
10. Keu,ajaran biaya pelayanan 2,64 2,58 2,63 2,48 2,A1 2,64 2,31 2.5 1 2,5i 2,6r , ((
11 Kepasiian btaya pclayanan 3,91 3,89 3,9 5 3,96 3,98 4,00 3,98 3,98 3,95 3,95 3,95 -1,yb 3,96
12 Kepastian jadvral pelayanan 3,51 3,4 2 3,51 3,36 3,54 3,44 3,32 i 2f 3,4? 3,38 3,33 3,4t

Kenyamanan liogkungan 3,42 3.40 3,32 3,27 3, t4 3,41 3,34 3,26 3,31 ).c J 3,43 3,36
),4. Keamanan pclayaoan 3,38 3,34 3,31 3,36 3,30 3.30 3,3 3 3,35 3,25 3,31 3,10 7 a1

Nilai lndeks Unlt pelayanan
1,30 3,27 3,30 3,25 3,25 3,28 3,24 3,19 3,24 3,25 3,t7 3,26

Nriai IKM 82,53 81,71 82,55 81,21 80,89 8 1,16 81,89 81,08 79,78 8 1.07 81 13 81,79 81,40

lumlah iats-ra(a responden

lLrnlah Eponcten s/d Desember 2013

1.



4. Surat lzirt Usaha Perdagangan (SIUP)

NO. UNSUR PtI-AYANAN
Feb Mar rvtel Juni .l uli Aug 5ep okl Nov Des Rata2

1 Prosed ur 3,14 a )a 3,Zs 3,00 L' 3,ZA ?. )c 3,50 3,13 2,80 3,40 3,00 3,18
2 Pers\'3ratan pelayanan 3,14 3,13 3,09 l rl 1,00 3,25 1f ( 3,13 3,0c 3,30 2,89 3,r4
3 K ejelasa n 3,57 7,/7 3,81 3,54 3,78 3,80 3,63 4,00 3,63 3,6C 3,70 3,56 3,70
4. 59q!' P iggt rEa sjsl:Jglil 3,i4 2 r, 3.06 3,09 3,00 ? )n 3,00 3,00 3,19 3,00 3,30 3,00 3,io

anggung jawab petugas 3,14 t rl 3,27 ? )) 3,10 3,00 3,50 3,2s 3,00 3,40 2,89 ? 10

6. Kemarnpuar petr.lgas 3,14 3,2 s 3,27 3,11 3,20 3,2s 3,19 3,00 3,24 2,89 117
'l Iscp.rsug3rlll 3,00 3,14 3,00 2,9t 3,00 3,00 2,88 2 1( 3,00 ?,60 3,20 2,67 2,97
8. Keadllan mend;rpat pelavanan 3,14 3,14 3,06 J,09 3,22 3,00 I1' 3,25 2 )q 3,0c 3,ZO 3,00 21f

9. Kesopanan dan keramahan 3,14 3,3 2 J,3I 3.09 3,11 3,10 3.50 3,0c 3,20 3,00 3,19
10. Kewajaran biaya pelayanan 1,5Q 3,3 6 f ,f 3,60 2,63 3,19 3,40 3,40 2 tt 3,25
11 Kepasti;1n biaya pelayanan 3,71 3,95 4.00 A,AA 3,7 5 4,00 f,&o 3,80 4,00 4,00 3,90
tz. Kepastian jaqyql pelayanan ? )o 3,3 2 I tD I rO 3,44 3,40 3,50 3,06 3,40 3,30 3,22 3,30
r.3 Kenyamanan linAkunAan 3,4 3 ) rf 3,2 5 3,18 1 )i 3,10 3,50 3,50 3,44 3,20 3,50 3,00 5,5U
L4. l[!!qralan pelayanan 3,29 ) )? 3,31 :10 3,44 3,20 j,1f, 3,50 3,19 3,00 3,30 3,00 3,23

Nilai lndeki Unir Pelayanan 3,21. 3,31 ? ?q 3,26 3,4 6 11< 3,11 3,O7 3,25
lJilai ll(M 80,13 82,74 82,20 80,s2 8 1,85 81,47 7 9,43 86,53 81,21 77,'t5 84,14 76,7?. Et,22

.lurni3h rata-rata responden

5, Tanda Oaftar Perusahaan (TDP!

NO.
BU LAN

Jan Feb Mar Apr Mei .Juni Juli Aug sep okt Nov Des Rata2
I P rosed u r 3,30 3,/,3 3,31 3,47 3,10 3,77 2,80 f 1i 3,4 6 4,00 3,25 3,32
2 Persy?i atan pelayanan 3,20 3,29 ) tc 3,4 0 3,00 3,00 3,20 3,31 3,67 3,2s 3,28
3 .KeJelasail pil Jl,a5 pc."yJrrar J,O\r 3,64 3,6 9 3,7 3 3,50 3,67 3,7'., 3,30 3,6 3 3,69 4,C0 3,50
4, I e o,ff.l11, "15ggi:!S,.::g 3,10 3,29 3,08 3, 13 3,10 3,00 3,00 3,3 8 3,i5 3,67 a a< 3,20
5. Tanggung 1a'.r,ab petugas 3,10 3,21 3,).3 ? )n 3,30 : f f 3,00 I la 3,67 3,50 3,27
6. K4manrpuan petugas I fn 3,'r4 111 3,7A 3,40 3,17 ? ?q 3,20 3,50 2 21 3,6 7 3,25 3,30
7 Kecepatan pelayanan 3,00 3,00 3,08 3,07 lon 3,t10 3,11 3,20 I la 3,67 3,?5 3,16
8. Keadilan mendapat pelayanan 3,3 0 3,21 3.23 1 f n 3, t0 3,\7 f 11 3,00 3,50 3,15 3,33 3,00 1 

'f
9. Kesocanan dan l.eramahan 3,4 C 3,50 3,31 1.20 3,20 3,00 3,A2 3,40 1 )( f ,1 2 la 3,25
10. Kewal3rarr biaya peiayanan 3, 10 3,3 6 f 10 1,13 3,4 0 3,00 3,25 2,60 3, i3 1?a 3,67 3,00 Ln
11 Kepasiian biaya pelayanan 4,00 4,04 3,9 2 .j,00 4,00 3,83 1 0, 4,00 4,00 A,00 4,00 3,9s

Kepasiian jadw;l pelayanan 1 )n 3,51 3,23 3,47 3,60 211 3,61 3,60 ? )< 3,4 6 {,00 f <,1 3,4 9
13. Kenyanranan lingkungan 3,4 0 3,43 3,31 3,3 3 3,30 3,50 3,42 3,40 f 1E 3,31 3,67 , =n 3,40
14. Keamanan palayan:n 3,40 3,21 111 3,4 0 3,30 ),1.7 3,42 3,20 ? )q 4,00 3,50 3,40

Nilai lr,deks l.lnit Pelayanan 3,30 3,3 6 3,32 a )) I )O 2 )1 3,3 9 ? )) 2 ?< 3,41 I AO 3,30 2 f (

Nllai IKM 82,54 83,93 83,0 2 Qt t1 Q) ]A 80.t 7 84 76 80,s9 83,6s 85,20 92,30 82,54 83,70

n s/d Desember 2013

6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUp)

NO. U\SUR PELAYANAN
Jan Feb Mar Apr |!4ei Itrrti I uli Aug sep okr Nov Des Rata2

I Prosedur pelayanan 1,2 s 1)t1 3,4 3 3,50 3,67 1,25 3,28 3,24 3,4 3 211 4,C0 3,00 a lc

z Persyaratofl pelayanan 1,25 3,14 3,1/) 3.3 3 3,17 3,25 3,20 3,57 3,00 3,67 3,33
3 (ejela!rn ortugas t)elaryanan 4,00 3,1 1 3,/1 2 0l 3,83 3,83 ) 7) 3,80 3,85 4,00 3,00 3,75
4. li,ran oetugas pelay anan 3,1 4 3,1.1 3,17 3,17 I )O 3,20 3,43 3,00 r,67 3,00 3,24

3,2s 3,14 3,29 I )) 3,17 3,33 3,20 1 E7 3,00 3,61 3,00 a 1't

6. emampuan petugas I )O f 1? 3,3 3 3,17 3,08 3,2 8 3,20 3,57 3,00 3,67 3,00 3,27
1 l(e(.epatan pelay:nan 3,50 3,A3 3,43 3,3 3 3,77 3,11 a 1e 2,80 3,43 3,0Q 3,67 3,00 q ,7
8. :(eadilan rnendapat pelayar,an 3.2 5 I fo 3,14 3,17 3,00 3,L1 3,2C) 3,29 ..1,00 l ll 3,00 )tLt
o Keso p.l an dr'n kerarnahan 3,25 3,43 3,29 3,5 0 3,11 7 A) 3,44 3,,10 3,43 3,00 f ll 3,00 3,30

10, I Kewaj;ran bL.yd,j,:laVarrJn 1i,00 3,86 3,00 3,50 3,00 l,1;0 3,00 LO 3,00 3,67 2,67
11 Ke pasi,- !ll1 !!j-y.r,,.1_ 4,00 4,00 4.00 3,8 3 4,00 4,00 3.94 4,00 A,00 4,00 4,00 4,00 '3,98
12. K"eqtiu_tt9yi!:lglgl 4,00 3,29 3.4 3 3,50 3,3 3 3,50 3,67 3.60 2 (' 3,67 4,0c 3,00 iqq
13. Ke'lv=:,,:lll5\-n-931_ 3,50 3,43 3,43 3,50 3,17 ),to 3,60 3,7 | lnn 3,67 3,00 3,36
)4 Keaman;n pelayanan ? )o 3,33 3,L7 3,39 3,40 3,57 3,00 3,67 3,00 1ra

Nilai lndeks Unit Petayanan 3,4 8 3,3 9 I )O 3,42 ? )c 3,3 4 3,3 8 3,3 2 2 <l 3,17 3,69 3,05 f 2f

Nilai lKlvl 86,98 84,tr9 84,44 85,5 0 81,9 5 83,5 7 E4,51 83,07 88,24 79,28 92,30 76,33 84,74

Jurnlah responden s/d Deserrber 201 3

Jumlah rala,rata respcrnden

UNSUIl PELA'/,ANIAN



7. lzin Lainnya

NO. UNSUR PELAYANAN BU tAN

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Aug sep okt Nov Des Rata2
1. 3,53 ? ,o f l, 3,09 : 10 ? ,o 3,50 3,25 3,35 3,16 2,86 3,20 3,26
2. Persyaratan ? ?< 3,19 3,24 3,18 3,!7 3,29 3,17 ? )o 3,19 3,14 3,00 'r ,1
3. elasarr peiayanan 19' 3,71. 3,67 3,73 3,88 3,79 3,33 3,7r 0,09 3,57 3,70 3,39

per 3,4 3,A2 3,24 3,i8 3,29 3,41 3,46 3,25 3,45 3,22 3,74 3,00 3,29
5, Tanggung lawab petug.rs 3,3s 3,27 3,18 3,',17 3,A1 3,54 3,42 ? ,o 3,28 3,14 3,10 3,31
6. Kemampuan petugas 3,47 3,32 3,20 3,27 3,3 9 3,47 3,58 3,42 3,42 1)) 3,00 3.00 2 21

1 Kecepatan pelayanan 3,29 ? )2 3,00 3,0s 3,15 3,18 3,3 8 3,00 1r? 3,09 2,86 2,70 3,09
6. Keadilan mendapat pelayanan 3,24 1?O 3,09 3,).4 3,15 ? fo 3,46 3,08 3,26 I l, 3,00 3,00 3,19
9. Kesoparran dan kerarrahan ? ,o 3,3 9 3,3 2 3,3 2 3,4 r. 3,42 1 f2 3,22 3)00 3,10 3,26

10. .ty!Er3!!tr_!g!r:let I )O 1 )O 3,02 ? lo 3,5 9 3,4 6 3,C / 210 3,19 3,29 3,20 3,30
11 Kepastian biaya pelayarran j,6 d ? q7 3,96 3,91 3,93 4,C0 3,96 4,00 3,94 3,94 4,OO 4,00 J,>O
72. Keparsiian jadwal p3l3yanan 3,5 3 3,s2 3,40 3,41 3,56 3,5 9 3,57 ? l2 3,52 3,50 3,57 3,40 3,50
t? Kenyamar,ar, lingkungan 3,s 2 3,40 3,41 3,5 6 3,5 8 3,42 3,5 2 3,41 3,20 3,q7
74 l-t::rrirus]u,tryl 3,?4 3,42 2. A) 3,36 3,4 5 3,5 3 3,A2 I ?l 3,3 s 3,38 ? )a 3,70 3,37

Nilai lideks i-lnir Pelayanan 3,41 ?,42 3, 29 3,30 3,38 3,4 8 3,51 3,31 I ?A 3,06 ? l2 3,18 ? ?l
Nilar iKM 8s,30 85,4 9 82,36 82,62 84,3 8 87,08 87,86 82,69 81,7 4 76,49 80,6rr 70 c, 83,26

Jumlah rata-rata responden

8. lzin Paralel

II U. UNSUR PELAYANAN BULAN

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli AUB sep okr lrl ov Des Rata2
1 Prosedur pelayanan 3,46 3,32 3,18 3,54 3,30 f f l 3,1,- 3,2.6 3,30
2. tg's,fftrl-Pg!El:f_ 3,74 f ,lo 3,24 3,1.1 3,3 s 3,16 f )7 3,24 3,20 3,22
3 ejelasafi petugas pelayarran 3,72 3,60 3,7 7 3,75 3,75 3,83 3,7 7 3,71 3, B2 J,5 I 3,61 1an 3,7
A Kedisipl,nan petutas pclayanan 3,i5 3,?_A 3, 19 3.26 3,17 3,41 3,25 3,18 3,17 3,24 J,I J 2 ,'
5. IanSgung jawab petugas 3,3 2 3,26 1 t^ J.lrr 3,4 3 I lo 3,20 2 al 3,24 3,24 3,26
6. Kemampuan petugas 3,32 3,24 7 )) 3,29 3,18 3,45 7 )7 ),Lq a )a 3,77 3,3 7 ) 11 7. )1

Kecepatan peiayanan 3,13 3,09 3,07 3,17 3,04 ),JU 3,11 2,97 3,0c 3,00 3,09 3,15 3,09
Keadilan r,en,Japat pelayanan I ?) 3,18 3,15 3,26 3,t7 3,3 5 3,20 3,16 3.29 3,07 3,22 3,15 3,2t

9. (esopanan dan keramahan 3,24 3,39 3,29 3,4 6 ? )a 3,29 3,39 11' 3,28 3,13 ? ?a
10. <ewajaran blaya pel:yanan 3,14 3,04 2,91 2,93 2,65 3,04 2,9& ,qo 3,10 2,E8 3,07 3,09 2,98
11-. (epas[ian biaya pelayanan 3,96 3.98 3, !r6 3,9!r 3,99 3,98 3,96 3,96 3,96 3,88 4,00 4.00 5,A t
'12. Kepasrian ja(lwalpelayanarr 3,61 3,49 3,45 3,41 1,14 3,52 3,36 3,49 ?,21 3,39 ) 11 3,43
13. Kenyamanan lingkunBan 3,4 5 3,3 3 3,3 8 3,47 3,3 9 J,/t6 3,41 3,33 3,47 3,39 ? 11 ,20
14. Keamanan oelayanan 3,44 ),/a 3,21 1d) 3,3 5 1,al 3,3 9 3,33 3,39 3,34 3,4 1 3,20 218

Nilai lndeks Unit Pelayanan I ?O 3,30 3,31 3,3 5 3,4 5 3,33 a )1 3,35 3,2r ? 2' 3,26 3,32
84,60 82,41 82 73 81,26 86,20 83.3 6 87,77 83,84 80,26 83,04 81,45 82,89

Jui'nlah rata-rrta responclen

Nilai IKM



PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Narasumber : Bpk. Darsana, SH. 

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kinerja 

Waktu  : Senin, 28 April 2014 

 

 

Pertanyaan: 

 

1. Apa kebijakan Dinas dalam mewujudkan Good Governance? 

2. Adakah sosialisasi mengenai pentingnya izin kepada masyarakat? 

3. Upaya apa yang Dinas lakukan untuk memudahkan pemohon dalam 

mempermudah mendapat informasi pelayanan? 

4. Faktor apa saja yang menyebabkan permohonan izin ditolak? 

5. Ada berapa jumlah seluruh karyawan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta? 

6. Upaya apa yang dilakukan Dinas dalam mengantisipasi banyaknya pemohon? 

7. Bagaimana cara Dinas dalam mengantisipasi banyaknya pemohon? Apakah 

berpengaruh dengan lama penyelesaian surat izin? 

8. Adakah upaya Dinas dalam menanggapi pemohon yang kurang mampu? 

9. Berapa jangka waktu maksimal dalam pengurusan surat izin? 

10. Kendala apa saja yang dialami Dinas dalam melakukan pelayanan?  
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